
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.29, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Barang milik 
Negara. Penggunaan. Pemindahtanganan. 
Penghapusan. Pencabutan. 

 
PERATURAN  MENTERI KEHUTANAN 

NOMOR : 44/Menhut-II/2008 
TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,  
PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK  

NEGARA LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN, 

Menimbang: bahwa  untuk melaksanakan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  
Nomor  6 Tahun 2006  tentang   Pengelolaan   Barang   Milik   
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 96 
/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Negara, perlu menetapkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  
tentang Tata  Cara  Pelaksanaan Penggunaan,  Pemanfaatan, 
Penghapusan, Dan  Pemindahtanganan Barang Milik Negara 
lingkup Departemen Kehutanan; 

Mengingat: 1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Nomor P. 15/ Menhut-II/2008. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN  PENGGUNAAN,  
PEMANFAATAN,  PENGHAPUSAN, DAN 
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA 
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:  
1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang 

dan  bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 
melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara. 

3. Pengguna Barang adalah Menteri Kehutanan sebagai pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan Barang Milik Negara lingkup Departemen 
Kehutanan. 

4. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh  Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

5. Penggunaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pengguna  Barang 
dalam  mengelola  dan  menatausahakan  Barang  Milik  Negara  yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
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6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak 
dipergunakan  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen 
Kehutanan, dalam bentuk sewa,   pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 
dan bangun serah guna/bangun guna  serah  dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 

7. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan  Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 

8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara 
sebagai tindak  lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkan, atau disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah. 

9. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian 
yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan 
menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik 
Negara. 

10. Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku  
umum  pada  Departemen Kehutanan yang berasal dari pemanfaatan atau 
pemindahtanganan  Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis 
penerimaan negara bukan pajak  yang dapat digunakan/diperhitungkan 
untuk membiayai kegiatan oleh Departemen Kehutanan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penerimaan negara bukan pajak. 

Pasal 2 
(1) Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan Kuasa 

Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Departemen Kehutanan. 

(2) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan 
Barang Milik Negara merupakan penerimaan negara bukan pajak yang 
harus disetor ke rekening kas umum negara. 

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan penerimaan umum. 

BAB II 
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 

LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN 
Pasal 3 

(1) Menteri Kehutanan merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan 
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kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh 
Sekretaris Jenderal. 

(2) Kuasa Pengguna Barang pada unit pusat dijabat oleh: 
a. Kepala Biro Umum; 
b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan; 
c. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 
d. Pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang. 

(3) Kuasa Pengguna Barang pada unit kerja vertikal di daerah adalah Kepala 
Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja.  

BAB  III 
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA 

Pasal 4 
(1) Penggunaan Barang Milik Negara untuk menjalankan tugas pokok dan 

fungsi Departemen Kehutanan. 
(2) Tatacara Penggunaan Barang Milik Negara diatur dalam Lampiran I 

Peraturan Menteri Kehutanan.  
BAB  IV 

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA 
Pasal 5 

(1) Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  dilakukan  terhadap  Barang  Milik 
Negara  yang  tidak  digunakan  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan 
fungsi Departemen Kehutanan. 

(2) Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  dapat  pula  dilakukan  terhadap 
sebagian  Barang  Milik  Negara yang tidak digunakan oleh Departemen 
Kehutanan sepanjang menunjang  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan 
fungsi Departemen Kehutanan. 

(3) Pemanfaatan BMN dapat pula dilakukan terhadap BMN antar unit 
organisasi lingkup Dephut dengan pinjam pakai dan serah terima BMN.  

(4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
mengubah status kepemilikan Barang Milik Negara. 

(5) Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 
a. sewa; 
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b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; 
d. bangun guna serah dan bangun serah guna. 

Pasal  6 
(1) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf 
b, dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola 

Barang; 
b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna 

Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. 
(2) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dan ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) 
huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang. 

(3) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam 
bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, 
dan huruf c, dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan 
Pengelola Barang. 

Pasal 7 
Tata cara pemanfaatan Barang Milik Negara diatur dalam Lampiran II, III, IV 
dan V Peraturan Menteri Kehutanan ini. 

Pasal 8 
Ketentuan mengenai formula tarif sewa, ditetapkan dalam Lampiran II.A 
Peraturan Menteri Kehutanan ini. 

BAB V 
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 

Pasal  9 
(1) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara 

menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan 
penghapusan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang. 

(2) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 


